Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

: bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional
yvang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nemer 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomot
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Neomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



Menetapkan

106.
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomr 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomeor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

: 1

2
3.
4
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10.

11.

12,

13.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan vang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas.

Batuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati imi dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
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(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan
Pendidikan.

Pasal 3
Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP). '

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 terdiri dari :
a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina an'{:-nﬂgc:-m
c. Taman Kanak-kanal (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri-dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
terdiri dari :
a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
1. 8D Negeri Balenrejo;
2. 8D Negeri Bulaklo;
3. BD Negeri Bulul;
4. SD Negeri Bulu II;
3. SD Negeri Kabunan;
6. SD Negeri Kedungbondo II;
7. 8D Negeri Kedungbondo III;
8. 8D Negeri Kedungdowo II;
9. 8D Negeri Kemamang;
10. SD Negeri Kenep II;
11. 8D Negeri Lengkong;
12. 8D Negeri Margomulyo I;
13. 8D Negeri Margomulyo II;
14. 8D Negeri Mayangkawis I;
15. 8D Negeri Mavangkawis II;
16. SD Negeri Mulyoagung;
17. 8D Negeri Mulyorejo I;
18. 8D Negeri Mulyorejo II;
19. SD Negeri Ngadiluhur [;
20. 8D Negeri Ngadiluhur II;



14. 38D Negeri Sidomukti T;

15. 8D Negeri Sidomukti II;

16. SD Negeri Tambakmerak II;

17. 8D Negeri Tambakmerak III;

18. 8D Negeri Tembeling 1.

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedewan terdiri dari :

SD Negeri Beji II;

SD Negeri Beiji 11I;

SD Negeri Beji IV;

SD Negeri Hargonmlyo T,

SD Negeri Hargomulyo II;

8D Negeri Hargomulyo IV;

8D Negeri Kawengan;

SD Negeri Kedewan 1;

SD Negeri Kedewan I1I;

SD Negeri Wonocolo [;

11. SD Negeri Wonocolo II.

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedungadem terdiri dari :
1. SD Negeri Babad II;

2. SD Negeri Babad I1II;

3. SD Negeri Babad IV;
4. 8D Negeri Balongeabe;
5. SD Negeri Dayukidul I;
6

7

8

9
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SD Negeri Dayukidul II;

SD Negeri Drokilo I;

SD Negeri Drokilo II;

. 8D Negeri Duwel;

10. SD Negeri Geger;
11. SD Negeri Jamberejo I;
12. 8D Negeri Jamberejo II;
13. SD Negeri Jamberejo 111;
14. SD Negeri Kedungadem [;
15. 8D Negeri Kedungadem III;
16. SD Negeri Kedungrejo [;
17. SD Negeri Kedungrejo II;
18, SD Negeri Kendung I;
19. SD Negeri Kendung II;
20. 8D Negeri Kendung III;
21. 8D Negeri Kepohkidul I;
22. SD Negeri Kepohkidul IT;
23. 8D Negeri Kesongo [;
24, 8D Negeri Kesongo Il;
25. SD Negeri Megale [;
26. SD Negeri Megale II;
27. 8D Negeri Megale 1IT;
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SMP Negeri 2 Purwosari;

SMP Negeri 1 Bugihwaras,

SMP Neger1 2 Sugihwaras.

SMP Negeri 1 Sukosewu;

SMP Negeri 1 Sumberrejo;

SMP Negeri 2 Sumberrejo:

SMP Negeri 3 Sumberrejo;

BMP Negeri 1 Tambakrejo;

SMP Negeri 2 Tambakrejo;

SMP Negeri 1 Temayang;

SMP Negeri 1 Trucuk;

SMP Negeri 1 Sekar;

SMP Negeri 1 Gayvam,

SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;

SMP Negeri Satu Atap Bobol Sekar;

SMP Negeri Satu Atap Clebung Bubulan;
SMP Negeri Satu Atap Kesongo Kedungadem;
SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang;

SMP Negeri Satu Atap Sugihwaras Ngraho; dan
SMP Negeri SBatu Atap Turi Tambakrejo.

BAB 111
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7
UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang
kegiatan  operasional Dinas Pendidikan dalam  merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi
pelaksanan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Pejabat Fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah. _
Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas
Pendidikan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK}

dan Sekolah Dasar (SD) térdiri dari :
a. Kepala Sekolah;



(2)

(3)
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b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) terdiri dari :

c. Kepala Sekolah;

d. Sub Bagian Tata Usahas;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan BSusunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam

a. LampiranI : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan
Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);

b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP),

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Pasal 9

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
mempunyai tugas :
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(1)

(2)

(3)

melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
melaksanalkan penilaian/evaluasi belajar;

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;

melaksanakan manajemen berbasis sekolah;

melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
mengembangkan kelembagaan;

mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BABV
TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
secara vertikal maupun horizontal.

Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing
bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi
penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
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| BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan
administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumsh
tangga, perlengkapan, dokumentasi, kedarsipan keuangan, serta
pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing
wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang
pendidikan.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-
masing kecamatan. -
Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berasal dar
pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau
dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala
Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1)

mempunyail fungsi:

a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanys;

b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik
dan tenaga kependidikan;

¢. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;

d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinater wilayah;
dan

¢. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinafor wilayvah kecamatan

dibantu oleh pejabat pelaksana yvang jumlah kebutuhannya berdasarkan

beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1)
terdiri dari :

CENOY B PR

Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
Koordinator Wilavah Kecamatan Sumberrejo;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;
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Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem:;
Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
Koordinator Wilayah Kecamaian Ngraho;
Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Jusi 2819

BUPATI BOJONEGORO,

DR. Hj. ANNA MU’AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAE

KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M. M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR
TENTANG

23 TAHUN 2019
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA SEKOLAH

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

= GARIS KOMANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS D

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
I 1687 ANAGD 18GART 1 003

BUPATI BOJONEGORO,
ted.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

KABUPATEN BOJONEGORO



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR
TENTANG :

23 TAHUN 2019
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

- BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA SEKOLAH
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
!
= GARIS KOMANDO
BUPATI BOJONEGORO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

DR. Hj. ANNA MU’AWANAH

Pj. SEEKRETARIS DAE KABUPATEN BOJONEGORO

-~

YAVYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003
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DINAS PENDIDIXKAN DASAR DAN KEIUDAYAAN PIOPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
:MLMI TIDAR No.123 SUNHATIAYA
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SALIRNADNd dari surat putusan Kepala Din
t 13/5p/D.1/'79 I'endidikan Dhear dan Kolmdaya
LropInal Inorah Tk Jawa Tir

Lnvmpiran | 1 daftar

MFMDACA

KEPA'A DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEIUDAYAAN PRODINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TTIMIR

t Sural Eopnln Knantor I'D dan K Fabupaton Ihorah Tingkat IT  DLoJonego
tangeal 19 April 1979 No, F.f01/D.1/1979 tentang hal uanl  nororie-:
Sckolnh Jnnar Noporl,

MENIMDANG 1t 1, Dahwa poada dewana ind di. Daorah Tingkat 1I  Kabupaton Dojoneps:

tordapat panambahan Sokolah Danar Nopord yang Lerdirl nobagnd o
bat daripada pendirlan Sokolah noar Neger! Inpres, Sokolah  Imp-
Negerl Upaha Masyarakat dan Sckolah Dnsar Nogeri darl pemecahan, -
narping terdapatnya perubnhan/penshapuran nama Sokolnh Danar Hoseor
karcna perubahan/penghapunan nann Dosa dan sebazainya,

2. DIahwa berhubung dengan itu untuk oeningkatkan effinienei dan ofok
tivitan pelaksanaan sccara keseluruhan tugas Dinas dibideng adnminig
ntrasi (Inventarisanl, penpawasan dan pembinaan torhadep roduns /1
bagn-lonbga Sekolah Dasar Negori), maka dipandang perlu Dinas nen
cabut dan menetapkan kembali kelembagaan Sckolah Dasar Negeri de
ngan nenberikan nama dan nomor Sckolah Dasar Negeri yang berada di
Dnerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadyn eo Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. l'eraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 29 Descmber 1952 Nomor : D.H. 31/1619 ;

3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
A. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 -

dan Inpres 6/70 3
MEMUTUSKAN

VENETAPKAN ,

FESATU

KETIGA

JALINAN

Yth, 1,
2,

3.
4e

5e
6.
Te

Monenbut Surat FEdnran Kepnln Dinno D dan K Propinni Daornh Tingknt I
Jawva Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1038/A.2 tentang penyederhannan-
nama/sebutan Sckoleh Rakyat (S D) di.Jawa Timur,
Menetapkan name dan nomor Sckolah-Sekolah Dasar Negori yang berada di
Daerah Tingkat II Kabupaten Dojonegoro sebagaimana tercantum dalanm daf
tar lampiran Surat Keputusan ini.
Koputunan ini milni boarlaku nojak tanpgmnl dltotapkan,

dengan ketentuan, bahwa sogala sesuatu akan diubah dan dibetul -
kan sobageimens mestinya, apabila dalam penotapan_ini tornyata terdn -
rat kokeliruan,

t Suraeabayn
t 1 April 1979,

K PROPINSI

Surat Koputusan ini
disampaikan kepadas

Gubernur KUH. Tk. K Jawa Timur
Diro Kounnpan di Surabaya.
Knwil Dopt. P dan K Propinei Jawa ™
Did. Pond. Dasar (Gentengkall 33 Suxrkly
Dupati Kopala Daerah Tk, II Kab. DojoXemdug
Kep. Kant. PD dan K Kab, Daocrah Tke IINQ % = .
Do joneporo. . -
Kep, Kent, Dept. P dan K Kab, Dacrah Tk, II )/
Dojoneporo, .
Pembantu Kantor PD dan i Kecamatan so Kabupaten

Daerah Tk, II Dojonegoro (20).

Dines PD dan K Prop. Dati I Jatim (Dag. Pegawal) di Surabaya,

XUTIPAN s kepada yang bersangkuten untuk diketahui,

000000 0 voooop
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